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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat
menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah
karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum
Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit
dan Jaminan”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu
penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
pembaca.

Pada buku ini akan membahas lebih dalam mengenai
pentingnya mengenal dan memahami pengertian, pembagian
dan obyek dari jaminan dan juga lembaga jaminan di dalam
sistem hukum jaminan nasional dan juga hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Di mana di dalam
permasalahannya adalah menentukan obyek jaminan dan
lembaga jaminan di dalam sistem hukum jaminan nasional,
sehingga dengan adanya pembahasan tentang permasalahan
ini maka akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan
jaminan itu sendiri. Penentuan obyek jaminan akan
memastikan jaminan apa yang dapat diikat dalam perjanjian
jaminan yang dibuat. Untuk obyek jaminan benda tetap maka
dapat diikat dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan untuk
obyek jaminan benda bergerak maka jaminan yang
mengikatnya adalah jaminan fidusia. Demikian juga halnya
dengan pentingnya menentukan lembaga jaminan. Dengan
menentukan lembaga jaminan maka akan jelas juga obyek
jaminan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian. Di
dalam buku ini juga dijelaskan sedikit tentang jaminan hipotek
pada kapal dan pesawat terbang dengan tujuan untuk lebih

iii



mengetahui tentang lembaga jaminan hipotek ini. Lembaga
Jaminan Hipotek Kapal termasuk dalan objek jaminan benda
tetap, sedangkan untuk Pesawat Udara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak ada
dijelaskan tentang sifat bendanya sehingga di dalam buku ini
untuk ketentuan benda tetap atau tidaknya Pesawat Udara
adalah berdasarkan pendapat para ahli. Hal ini penting sekali
dikarenakan adanya kejelasan sifat bendanya maka akan
memberikan  kepastian dasar hukum atau undang-
undang/peraturan yang akan menjadi landasan hukumnya
sehingga akan jelas juga ketentuan perjanjian yang akan
berlaku. Penulis berharap karya ini dapat memberikan
masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi perusahaan
perbankkan dalam menjalankan praktik perjanjian kredit.
Buku ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi para
pihak khusus terkait peraturan hipotek pesawat udara.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini.
Akhir kata saya berharap Allah Subhanahuwataala, Tuhan
Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua
pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
mendapatkan berkah dan ridho-Nya serta membawa manfaat
khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya
rabbalalamin.

Penulis,

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum
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BAB

PENGERTIAN
PADA UMUMNYA

A. Definisi Bank
Bank berasal dari Bahasa Italia, Banca, yang berarti
bangku. Banca atau bangku digunakan sebagai konter

pertukaran selama Renaisans oleh bankir-bankir di

Florentine.! Terdapat beberapa definisi bank, diantara lain:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank
didefinisikan sebagai badan usaha di bidang keuangan
yang menarik dan mengeluarkan wuang dalam
masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam
lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

2. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, mendefinisikan Bank sebagai badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.?

Martim de Albuquerque, Notes and Queries, (Oxford: Oxford
University Press, 1849), hl. 431

2 https://kbbi.web.id/bank

3 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan



BAB
LEMBAGA

PERBANKAN
INDONESIA

A. Sistem Perbankan di Indonesia
1. Pengertian

Perbankan dalam Bahasa Inggris adalah Banking. Dalam

Black’s Kaw Dictionary dirumuskan bahwa;”?
“the business of banking, as defined by law
and customs, consist of issues of notes
payable on demand intended to circulate as
money, when the banks are banks issue, in
receiving deposits payable on demand, in
discounting and selling billd of exchange,
negotiating loans, and dealing in negotiable
securitites issued by the government, state
and national, and municipal and other

corporation””?

72 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2020), h. 14

73 “Bisnis perbankan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan
kepabeanan, terdiri dari penerbitan wesel atas permintaan yang
dimaksudkan untuk diedarkan sebagai uang, pada saat bank
menerbitkan, dalam menerima simpanan yang dapat ditagih
berdasarkan permintaan, dalam mendiskontokan dan menjual wesel,
menegosiasikan pinjaman, dan berurusan dengan sekuritas yang dapat
dinegosiasikan yang diterbitkan oleh pemerintah, negara bagian dan
nasional, dan kota dan perusahaan lainnya”
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BAB
KEUTAMAAN BENDA

DALAM SISTEM
HUKUM JAMINAN

A. Kebendaan
1. Pengertian
Pengertian benda (zaak) dinyatakana dalam Pasal 499
KUHPerdata sebagai berikut;

“Menurut paham undang-undangan yang
dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat
dikuasai oleh hak milik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian benda
meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek
hukum, baik itu berupa barang (goed) maupun hak
(recht), sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai
oleh subjek hukum. Artinya istilah benda bersifa abstrak,
karena tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud
saja yang dinamakan barang, melainkan termasuk pula
benda yang tidak berwujud atau bertubuh, yang dapat
berupa hak. Benda yang demikian ini merupakan
pengertian dalam artian yang luas, yang meliputi benda
berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun pengertian
dalam arti sempit, benda itu hanyalah barang-barang
yang berwujud saja. Dengan demikian perspektif hukum
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BAB

HAL-HAL PENTING
DI DALAM JAMINAN

A. Jaminan Hak Tanggungan

1. Pengertian
Istilah hak tanggungan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut,
Tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan
jaminan, sedangkan kata jaminan itu sendiri artinya
tanggungan  atas  pinjaman yang  diterima.'*
Penggungaan istilah hak “tanggungan” bagi lembaga
jaminan atas tanah hingga saat ini masih dipersoalkan
oleh beberapa ahli.'*’ Kata tanggungan sebenanrnya
merupakan istilah lazim yang dipakai di dunia
perasuransian. Kata tanggung sering dipakai sebagai
sinonim dari kata asuransi, sehingga muncul istilah
penganggungan, artinya asuradur dan tertanggung, yaitu

pihak yang diasuransikan atau ditanggung.'®

136 Fuad Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 11, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1991), h. 899.

137 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan,
dan Ekseskusi Hak Tanggungan), (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017),
h. 76

138 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-
Ketentuan Pokok, dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh
Perbankan), (Bandung: Alumni, 1999), h. 4
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BAB
PERJANJIAN PADA

JAMINAN
PERBANKAN

A. Tingkatan-Tingkatan Piutang yang Didahulukan
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal
1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, sesama
kreditor konkuren mempunyai hak yang sama (pari passu)
untuk menuntut pemenuhan pituang terhadap segala harta
kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak
maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang
sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari.
Dengan kata lain semua piuang kreditor yang konkuren
dijamin dengan kebendaan milik debitur secara Bersama-
sama, tidak ada piutang kreditor konkuren yang
didahulukan.'”
Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata dapat
disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai
berikut:!°
1. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap
bagian dari harta kekayaan debitur;

2. Setipa bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan
tagihan kreditor;

3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda
debitur saja, tidak dengan person debitur.

17 Rachmadi Usman, Op. Cit, h. 80
180 1phid.
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BAB
SEKILAS TENTANG
PESAWAT TERBANG
DAN KAPAL LAUT

A. Pendahuluan

Hipotek merupakan istilah yang sudah lama dikenal
dalam Bahasa Indonesia yakni seiring berlakunya Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sejak tahun
1848. Istilah “hipotek” berasal dari hukum Romawi
“hypotheca” yang berarti “pembebanan”, sedangkan dalam
Bahasa Belanda disebut dengan “onderzetting” 2%

Hipotek adalah suatu hak kebendaan (zakelijkrecht)
yang merupakan perjanjian accesoir (ikutan) dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan utang, merupakan
jaminan utang, dan berobjekkan benda tidak bergerak yang
tidak diserahkan penguasaan atas benda tersebut ke dalam
kekuasaan kreditor, dan juga kepada pemegang hipotek
diberikan hak preferen untuk didahulukan pembayarannya
daripada kreditor lainnya. Sebagai suatu hak kebendaan,
hipotek mengikuti bendanya (droit de suite) ke manapun
benda tersebut dipindahtangankan (vide Pasal 1163 Jo.
Pasal 1198 KUHPerdata). Awal mulanya, objek hipotek
adalah tanah dan kapal laut, namun kemudian dengan
keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan maka

203 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2013), h. 164

136



BAB
PENUTUP

Setelah membaca buku ini, kita tahu bahwa pentingnya
mengenal dan memahami pengertian, pembagian dan obyek
dari jaminan dan juga lembaga jaminan di dalam sistem hukum
jaminan nasional dan juga hal-hal yang berkaitan dengan
perjanjian kredit bank. Di mana di dalam permasalahannya
adalah menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan di
dalam sistem hukum jaminan nasional, sehingga dengan
adanya pembahasan tentang permasalahan ini maka akan
menjawab hal-hal yang berkaitan dengan jaminan itu sendiri.
Penentuan obyek jaminan akan memastikan jaminan apa yang
dapat diikat dalam perjanjian jaminan yang dibuat. Untuk
obyek jaminan benda tetap maka dapat diikat dengan jaminan
hak tanggungan, sedangkan untuk obyek jaminan benda
bergerak maka jaminan yang mengikatnya adalah jaminan
fidusia. Di dalam buku ini juga dibahas mengenai Hipotek
Kapal dan Jaminan Kebendaan Pesawat Udara dengan maksud
untuk lebih mengenalkan tentang adanya Lembaga Jaminan
Hipotek khususnya untuk Kapal. Demikian juga halnya
dengan pentingnya menentukan lembaga jaminan. Dengan
menentukan lembaga jaminan maka akan jelas juga obyek
jaminan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian.
Kejelasan lembaga jaminan mana yang digunakan akan
memastikan undang-undang/peraturan yang menjadi landasan
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